
BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR l3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PEN JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang: bah wa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun Anggaran 2016, terdapat kegiatan yang
mendesak un tu k di l aksanakan be rdasarkan ke tentuan
DIKTUM KESEMBILAN Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional
di wilayahnya masing-masing, Keputu san Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang
Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, , Surat Edaran
Menteri Keuangan R I N omor S E-10/MK.07/2016 t entang
Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara
Mandiri Tahun Anggaran, Surat Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabu paten Sumbawa Nomor
900/328/HUTBUN/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Mohon
Peru bahan DPA mendahului APBDP sehubungan dengan
keluarnya Juknis DAK Kehutanan 2016, Surat Kepala Badan
Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sumbawa Nomor 915/524/BPM-LH/2016 tanggal 8 April 2016
perihal Mohon revisi DPA,, Surat Plh. Ketua Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
276/BPBD/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Mohon Dana
Siap Pakai (DSP), Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Sum bawa Nom o r
800/795/BKD/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal Laporan, dan
Surat Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sumbawa
Nomor 006-2304-F tanggal 8 Maret 2016 perihal Pengajuan
Biaya Jamnas Tahun 2016;



b. bahwa berdasarkan ketentusn Pasal 75 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok P engelolaan K euangan D aerah, p ergeseran
anggaran dapat dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun anggaran berkenaan un tuk s elanjutnya d i tampung
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebap~nana dimaksud
dalam huruf a dan h u ruf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahsn Keempat atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

C.

Mengingat: 1. Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dar i Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undsng-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 1 7 Tah un 2 014 t entang Maj elis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilsn Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tshun 2014 tentang Perubshan atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
D ewan Perwakilan R akyat , D ewan Perwakilan D aerah d an
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55S7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta hu n 2 0 15 t entang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan In stan si Vertikal d i Da erah (Lembaran Negara
Republik I n donesia Tahun 1 988 N omor 1 0 , T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 9 T ahun 2 000 t entang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

1 2. Peraturan Pemerintah N omor 24 Ta hu n 20 04 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2 007 t entang Peru bahan K etiga a tas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Per wakilan R akyat D aerah ( Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik I ndonesia Tahun 2 0 10 Nomor 1 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah N omor 58 Ta hu n 20 0 5 te ntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan K eterangan Pertanggung)awaban Kepala D a erah
K epada Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan P enyelenggaraan Pemerintahan D aerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah N omor 38 Ta h un 2007 t entang
Pembagian Ur u san Pemerintahan An t ara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah d i W i layah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah d i W i layah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik I n donesia Tahun 2 0 12
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
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2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan K euangan D aerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Ke pala Da erah t e n tang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan a tas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 9 T a hun 2 0 12 t entsng Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu an Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun A nggaran 2 016 ( Berita Ne gars Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tab un 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1893);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2015 Nomor 13);

32.Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2015 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kal i d iubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun
2016 t entang Perubahan K etiga a tas Peraturan B u pati
Sumbawa Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA N O M O R 62 TAHUN 2015

T ENTANG P EN JABARAN A N GGARAN P E NDAPATAN D A N

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I d a n L ampiran I I Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggsran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2014 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati

a. Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016
Nomor 4);

b. Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016
Nomor 10); dan

c. Nomor 11 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016
Nomor 11).

d iubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I da n
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sumbawa:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal BI end M (6

QBUPATI SUMBAWA )

g +. HUSHI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal BI w e m I iB

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

DI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 15


